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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) Urgensi 

pembentukan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, (2) pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 
yuridis pembentukan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dan (3) sasaran yang akan diwujudkan, 
ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam 
Ranperda Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah.  Penelitian ini merupakan penelitian socio legal melalui 
pendekatan peraturan hukum dan pendekatan sosiologis yang tepat 

dalam mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa masalah dalam penerimaan pajak daerah Buleleng yang belum 

optimal. Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan UU HKPD yang telah 
mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam 
menggali potensi-potensi daerah dalam peningkatan PAD melalui 

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termuat kedalam 
1 Perda.  

 
Kata Kunci: Peraturan Daerah; Pengelolaan; Pajak Daerah; Retribusi 

Daerah 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study aims to examine: (1) The urgency of 

forming the Ranperda of Buleleng Regency regarding Regional Taxes and 

Regional Retribution, (2) the philosophical, sociological, juridical 
considerations or basis for establishing the Ranperda of Buleleng 
Regency regarding Regional Taxes and Regional Retribution and (3) the 

objectives to be realized, the scope of regulation, scope, and direction of 
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regulation in the Draft Regional Regulation of Buleleng Regency 

concerning Regional Taxes and Regional Levies. This research is a socio 
legal research through a legal regulation approach and an appropriate 

sociological approach in achieving research objectives. The results 
showed that the problem in Buleleng regional tax revenues was not 
optimal. At present the collection of regional taxes and regional levies is 

carried out based on the HKPD Law which has revoked Law Number 28 
of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, so the Regional 

Government in exploring regional potentials in increasing PAD through the 
Management of Regional Taxes and Regional Levies contained in 1 

regional regulation. 
 
Keywords: Regional Regulation; Management; Local tax; Regional 

Retribution 
 

PENDAHULUAN 
Otonomi Daerah merupakan amanah Undang-Undang Dasar yang 

menempatkan keleluasaan dan kekuasaan pada daerah (provinsi, 
kabupaten, dan kota) untuk mengatur urusannya sendiri. Otonomi 
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Nadir, 2013). Daerah mempunyai kewenangan 
yang otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 
dengan peraturan undang-undang, yakni undang-undang nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah diberikan 

otonomi seluas luasnya dengan dibatasi pada hal-hal yang oleh 
undang-undang diamanahkan kepada pemerintah pusat. Pemerintahan 

daerah menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 

pemerintah pusat (Habibi, 2016). Untuk mengejawantahkan 
otonominya, pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan-
peraturan yang dapat mewujudkan tujuan desentralisasi tersebut. 

Desentralisasi seringkali dilaksanakan sebagai upaya 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan ekonomi di daerah (Marijani, 2017). Sebagai 
konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing 

daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah 
dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

(Octovido, 2014). 
Tentunya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tersebut 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Konsekuensinya muncul 
inherent risk (risiko bawaan) dari otonomi daerah. Daerah akan 

melakukan upaya maksimalisasi perolehan pendapatan daerah. 
Misalnya melakukan intensifikasi pajak dan retribusi dengan 
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meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dengan mengoptimalkan 

potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber 
pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat 

dipungut pajak dan retribusinya sebagai bagian dari saluran PAD. 
Pajak daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Pajak 

Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Sedangkan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

Pemungutan pajak dan retribusi merupakan alternatif yang paling 
potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dikarenakan pajak 

memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan 
cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan 
pemerintah daerah. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk 

melakukan pemungutan terhadap pajak daerah, melakukan usaha-
usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat 

membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah 
dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan berhak 

untuk memperoleh sejumlah dana berupa transfer dari pemerintahan 
pusat (Rachmat, 2019). Pemungutan pajak daerah merupakan 
perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib pajak untuk 

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 
yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah 

(Rahman, 2018). Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu 
instrumen dalam mengatur perekonomian daerah dan negara, karena 

pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan daerah dan 
negara (Winerungan, 2013). Dalam pelaksanaan otonomi daerah 
terdapat desentralisasi fiskal, yang dalam hal ini dimaksudkan bahwa 

pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur 
keuangan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas 

untuk menggali potensi sumber–sumber pendapatan daerahnya dengan 
memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan 

dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang 
sah lainnya. 

Kabupaten Buleleng salah satu Kabupaten yang ada di Bali selama 

ini telah mampu menjalankan mandat otonomi daerah dengan baik. 
Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut menjadi motor 

utama untuk menggerakkan perekonomian daerahnya. Tentunya 
dalam menggerakkan perekonomian daerah PAD mempunyai peran 

yang penting. Sebagai gambaran Kabupaten Buleleng selama ini telah 
mampu menjalankan mandat otonomi daerah dengan baik dapat 
dilihat dari Tabel berikut. 
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Tabel 1. 

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Buleleng, 2020-2021 (Ribu Rupiah) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Provinsi Bali 2020–2021 
 

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD 
dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat 
kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010). 

Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Selama ini 

Kabupaten Buleleng telah mampu menggali potensi-potensi daerah 
yang dimiliki untuk selanjutnya menjadikan potensi tersebut sebagai 

sebuah sumber dari PAD. Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 
Kabupaten Buleleng ditinjau dari derajat desentralisasi fiscal selama ini 
masih dalam kategori kurang dengan persentase hasil perbandingan 

PAD dengan Total PAD diperoleh hasil sebesar 19%. Kondisi masih 
kurangnya derajat desentralisasi fiscal tersebut berdampak pada 

rendahnya kemandirian keuangan daerah. Jika dilihat dari Tabel 1, 
dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah hanya mencapai 

25%. Persentase tersebut masih sangat memungkinkan untuk bisa 
ditingkatkan dengan potensi-potensi penerimaan PAD ditinjau dari 
sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dimiliki oleh 

Kabupaten Buleleng.  
Perumusan intensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu 

dilakukan dengan cermat karena potensi distorsi yang dapat muncul 
dari pengenaan pajak dan retribusi daerah cukup tinggi. Penetapan 

tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang terlalu tinggi bisa 
mengganggu iklim usaha dan memberatkan rakyat. Oleh karenanya, 
optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi disuatu daerah perlu 

mempertimbangkan daya beli masyarakat di wilayah tersebut. 
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Selanjutnya, perlu juga diingat bahwa keuntungan finansial yang 

didapat oleh daerah melalui pungutan pajak dan retribusi daerah yang 
tinggi hanya merupakan keuntungan jangka pendek. Selain itu, 

penetapan tarif pajak dan retribusi daerah yang terlalu tinggi juga 
berseberangan dengan maksud desentralisasi yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat suatu daerah.  

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada 

perkembangannya saat ini telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU HKPD) 

yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut 

maka Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan 

pajak dan retribusi. 
Pada Pasal 94 UU HKPD menyatakan bahwa jenis Pajak dan 

Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib 

Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat 
penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan 

Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan 
Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar 

pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dan pada Pasal 187 huruf 
b UU HKPD menyatakan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi 
yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling 
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-

Undang ini.  
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mencapai tujuan yang 

telah diuraikan di atas, diperlukan kerangka berpikir dan bertindak 
dalam bentuk landasan yuridis mengenai Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, 

dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 
 

METODE 
Sulistyowati Irianto menegaskan bahwa penelitian merupakan 

bangunan logika yang harus mampu menjelaskan rangkaian logika dari 

awal sampai akhir (Irianto & Shidarta, 2011). Bangunan logika dalam 
konteks ini ditekankan pada penggunaan penelitian doktrinal dan non 

doktrinal secara bersamaan atau kombinasi. Penggunaan kombinasi 
antara doktrinal dan non doktrinal. Studi dokumen dilakukan dengan 
menjelaskan pengaturan yang terkait selanjutnya menganalisis dan 

menjelaskan makna yang terdapat dalam teks normatif serta 
menganalisis implikasi yang ditimbulkan, dengan menelaah data 

sekunder yang berupa: 
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya 

mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang 

digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam 
karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku yang berkaitan 

dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus. 

Bahan-bahan hukum ini selain melalui sudi pustaka juga 
dihimpun melalui dari hasil-hasil FGD (Focus Group Discussion), 
wawancara dengan pakar terpilih mengenai Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, dan lain-lain. 
 

Studi lapangan dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan 
di lapangan baik melalui wawancara maupun mengumpulkan data-

data. Dalam konteks pengaturan tentang pajak daerah dan retribusi 
daerah, peraturan perundang-undangan dan hasil dari pengamatan di 
lapangan menjadi dasar untuk menganalisis. Oleh karena itu 

pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan dan 
pendekatan sosiologis menjadi penting digunakan untuk mendapatkan 

jawaban yang komprehensif dalam kajian penyusunan rancangan 
peraturan daerah kabupaten Buleleng tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data 
primer (peraturan perundang-undangan yang digunakan) dan sekunder 
(data lapangan) yang diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum dipahami sebagai suatu 
alat analisis yang menempatkan teks dan konteks. Hermeutika hukum 

juga merupakan sebauah metode interpretasi untuk menganalisis teks 
hukum dengan cara memahami dan mengungkapkan makna teks 

hukum (Hamidi, 2011). Dengan menggunakan hermeneutika hukum, 
peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan dan mencari makna 
serta dikaitkan dengan konteksnya yang dalam hal ini adalah kajian 

penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten Buleleng tentang 
pajak daerah dan retribusi daerah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Pembangunan suatu daerah akan berkembang dan berjalan 

dengan baik, jika berbagai sumberdaya dikelola dengan baik sehingga 
ada peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk 

membiayai segala jenis aspek pembangunan (Arina et al., 2021). 
Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan otonomi daerah, maka 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan 
pembangunan daerah sekarang ini lebih diutamakan pada usaha-
usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga 

untuk membiayai urusan rumah tangganya diperlukan sumber-sumber 
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pendapatan daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah, dan 

dalam kondisi yang demikian tersebut membawa paradigma yang baru 
dalam pembangunan ekonomi daerah dengan timbulnya orientasi 

pembangunan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan 
diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten/Kota oleh pusat 
memberikan kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk 

memperbesar peranan dan kemampuannya dalam pelaksanaan 
pembangunan daerah yaitu dengan pengembangan potensi ekonomi 

melalui penggunaan sumber daya dan sektor-sektor strategis yang 
dimilikinya, sehingga penerapan pola pembangunan ekonomi daerah 

sebagai dasar kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya yang 
ada harus menjadi landasan utama bagi daerah dalam bertindak.  

Pendapatan daerah dapat diperoleh salah duanya dari pajak dan 

retribusi. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai 
salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi 

salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur distribusi dan 
mengalokasikan peruntukan pajak dan retribusi, sehingga semua 

masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dapat merasakan 
manfaat dari hasil pemungutan pajak dan retribusi yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah. 
 

Beberapa Rasio Terkait dengan Keuangan Pemerintah Daerah 
a. Derajat Desentralisasi Fiskal  

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD 

dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat 
kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Supriyadi et 

al., 2013). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi 
kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 

desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri 
bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam (Kamaroellah, 
2017), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut. 

1) Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen. 
2) Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen. 

3) Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen. 
4) Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen. 

5) Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen. 
6) Sangat Baik, di atas 50 persen. 

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara 
membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

dibagi dengan jumah pendapatan transfer dari pemerintah pusat 
dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio 

ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian 
keuangan daerahnya (Furkani et al., 2021). 

c. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah 
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Rasio efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan 

sebagai ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah 
dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna 

mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran 
(Ahuluheluw, 2020). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara 
membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD 

(dianggarkan). Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian 
tingkat efektivitas keuangan daerah, melalui Kepmendagri 

No.690.900.327 tahun 1996, seperti berikut.  
1) Sangat Efektif, di atas 100 persen 

2) Efektif, berkisar antara 90,1 – 100 persen. 
3) Cukup Efektif, berkisar antara 80,1 – 90 persen. 
4) Kurang Efektif, berkisar antara 60,1 – 80 persen. 

5) Tidak Efektif, kurang dari atau sama dengan 60 persen. 
 

Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 
terhadap PAD 

Keberadaan Pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh 
setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi 
penerimaan pajak daerah itu sendiri karena pajak daerah akan optimal 

sebagai kontribusi PAD apabila realisasinya dapat melebihi target yang 
telah di tetapkan (Apriani, 2012). Upaya peningkatan yang salah 

satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu 
dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan 

menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya 
memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. 
Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja 

pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan 
daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun 

belum yang dapat dilihat dari prosentase penerimaan pajak daerah 
yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. 

Muhamad Djumhana menyatakan bahwa Efektivitas adalah keadaan 
yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target 
yang ditetapkan (Djumhana, 2007). Secara sederhana efektivitas 

merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. Analisis 
Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang 
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah (Rondonuwu et al., 2015). Untuk bisa 
mengetahui efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dapat 
dilakukan dengan rumus: 

                            
               

            
        

Kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan 

pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui 
dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan 

pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Analisis 
Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari 
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penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka 

dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap 
pendapatan asli daerah (Handoko, 2013). Analisis kontribusi yaitu 

suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran. 
Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah dan retribusi 

daerah dalam kontribusi terhadap PAD (Widodo & Muniroh, 2021). 
Untuk bisa mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah 

dapat dilakukan dengan rumus: 

                                  
                      

             
        

 
Vita Amaliah Hakim mengatakan kontribusi pajak menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sesuai 
dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Hakim, 

2013). Kontribusi pajak sebagai salah satu komponen PAD merupakan 
pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang 
mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh 

kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut 
pajak daerah yang dibayarkannya (Riduansyah et al., 2020).  

Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak 
pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada 

pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka 
pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh 
pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi 

tersebut (Lutfi, 2006). 
 

Kajian Empiris Potensi PAD Kabupaten Buleleng 
Apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi pendapatan daerah 

menurut kabupaten/kota 2021 terhadap tahun 2020, 4 kabupaten 
masih mencatatkan kondisi pertumbuhan yang negatif. Hal ini berarti 
pendapatan yang berhasil direalisasikan pada periode 2021 lebih kecil 

dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Lebih rinci 
pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten/Kota se-Bali tahun 

2021 terhadap 2020 dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten/Kota se-Bali 

tahun 2021 terhadap 2020. (Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali 2020 – 2021) 

 
Gambar 1 menunjukkan dimasa pandemi Covid 19, Kabupaten 

Buleleng menunjukkan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah 

yang cukup baik setelah Kabupaten Bangli dan Karangasem. Kondisi 
ini menggambarkan bahwa selama ini Kabupaten Buleleng mempunyai 

potensi yang cukup besar dalam hal kemandirian daerah. Kemandirian 
daerah terus dapat ditingkatkan dengan semakin meningkatkan PAD, 

salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah. 
Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada 

perkembangannya saat ini telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat dengan UU HKPD) 
yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut 

maka Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan 

pajak dan retribusi. 
Pada Pasal 94 UU HKPD menyatakan bahwa jenis Pajak dan 

Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib 
Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat 
penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan 

Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan 
Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar 

pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dan pada Pasal 187 huruf 
b UU HKPD menyatakan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi 

yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling 
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-

Undang ini. 
Berdasarkan hal tersebut, maka dalam mencapai tujuan yang 

telah diuraikan di atas, diperlukan kerangka berpikir dan bertindak 
dalam bentuk landasan yuridis mengenai Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, 
dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk 
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 
 

B. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis 
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Pembuatan suatu produk hukum termasuk Peraturan Daerah 

harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, 
sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis adalah menyangkut 
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pemikiran-pemikiran mendasar (filosofi dasar) yang berkaitan dengan 

materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan 
tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, 

hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 
Tahun 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh). 

Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai 

perkembangan atau kemajuan di bidang yang akan diatur di satu sisi 
serta permasalahaan dan kebutuhan masyarakat pada sisi lain. 

Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang 
berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa 

persoalan hukum itu antara lain belum ada norma yang mengatur 
suatu bidang tertentu, normanya ada tetapi sudah ketinggalan 
dibandingkan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, norma 

yang tidak harmonis atau tumpang tindih dengan jenis peraturannya 
lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, pertimbangan filosofis berbicara 
mengenai bagaimana seharusnya (das sollen) yang bersumber pada 

konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (das 
sein) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan 

konstataring fakta sedangkan pertimbangan yuridis didasarkan pada 
abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-
undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini 

kemudian dituangkan dan tercermin dalam ketentuan mengingat dari 
suatu Undang-Undang. Itu berarti, rumusan dan sistematika 

ketentuan mengingat secara berurutan memuat substansi landasan 
filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan suatu 

produk hukum tersebut. 
 

1. Landasan Filosofis 

Falsafah suatu Negara berisi tentang moral dan etika yang berlaku 
secara umum dalam suatu Negara. Karenanya, para founding fathers 

yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dengaan tegas 
menyatakan landasan moral bangsa khususnya dibidang ekonomi 

dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Hal ini merupakan pernyataan eksplisit dari filosofi bangsa Indonesia 

dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus didasarkan 

pada falsafah dan kebijakan Negara dalam pembangunan nasional. 

Sumber falsafah dan kebijakan Negara Indonesia adalah sebagaimana 
tercantum dalam Preambule Undang Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang 
menyatakan bahwa tujuan Negara untuk melindungi, memajukan 

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 
berdasarkan kepada Pancasila serta cita-cita untuk membangun 

demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD NRI 
Tahun 1945. 

Dalam pembangunan suatu bangsa, pembangunan daerah 

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang 
pelaksanaannya harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi 
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upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah 

untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di 

daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah 
berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur 
berdasarkan Undang-Undang. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 

yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 
kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, 

seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan 
Undang-Undang sebagaimana Politik hukum nasional di bidang 

perpajakan dalam UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-tiga Bab VII B 
Pasal 23A, yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang 
bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang”. 
 

2. Landasan Sosiologis 
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan 

sumber pendapatan daerah yang mendukung pelaksanaan dari 
otonomi daerah itu sendiri. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas 
pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan transfer, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah.  Secara realita, Daerah masih 
menghadapi berbagai masalah dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

daerah dan retribusi daerah. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai 
berikut: 

a. Masalah dalam penerimaan pajak daerah Buleleng yang belum 

optimal, yaitu antara lain: pemahaman yang berbeda terhadap 
undang-undang sehingga khawatir salah dalam 

melaksanakannya dan adanya kesulitan secara teknis untuk 
menerapkan perluasan basis pajak. Kemudian akibat pandemic 

Covid-19 sektor penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan 
pajak hiburan mengalami tekanan. Sehingga berdampak pada 
kinerja PAD, yang mana realisasi PAD pada paruh pertama 2021 

mencapai Rp. 163,26 miliar atau 46% dari target APBD 2021 
senilai Rp. 358, 37 miliar. Setoran pajak daerah pada semester 

I/2021 baru menyumbangkan Rp. 62,09 miliar atau 43% dari 
target Rp. 145,67 miliar. 

b. Masalah dalam penetapan tarif pajak dan retribusi, yaitu antara 
lain: kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang keuangan 
daerah, memahami karakteristik daerah dan mampu melakukan 

simulasi untuk menghitung dampak penetapan tarif pajak dan 
retribusi terhadap kondisi ekonomi dan penerimaan daerah. 

c. Belum efektifnya penyerapan retribusi daerah. Menurut data dari 
badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten 

Buleleng, menunjukkan bahwa kemampuan dalam pengelolaan 
retribusi daerah belum maksimal karena terdapat 
ketidakefektifan realisasi retribusi daerah yang presentasenya 

masih dibawah 100%. Tercatat dari kurun waktu 2017-2021 
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realisasi retribusi pada tahun 2017 sebesar 81,75%, tahun 2018 

sebesar 88,59%, tahun 2019 sebesar 79,21%, tahun 2020 
sebesar 90,06%, dan tahun 2021 sebesar 58,65%. 

 

3. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang 
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi 
permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan 

mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau 
yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang 
berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu 

dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa 
persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, 
peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan 

yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya 
lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau 

peraturannya memang sama sekali belum ada. 
Berdasarkan hal tersebut, pengaturan mengenai Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah merupakan landasan yang dijadikan payung hukum 
oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengelelolaan 
pajak dan retribusi daerah. Perumusan intensifikasi pajak dan retribusi 

daerah perlu dilakukan dengan cermat karena potensi distorsi yang 
dapat muncul dari pengenaan pajak dan retribusi daerah cukup tinggi. 

Penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang terlalu tinggi 
bisa mengganggu iklim usaha dan memberatkan rakyat. Oleh 

karenanya, optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi disuatu 
daerah perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat diwilayah 
tersebut. Selanjutnya, perlu juga diingat bahwa keuntungan finansial 

yang didapat oleh daerah melalui pungutan pajak dan retribusi daerah 
yang tinggi hanya merupakan keuntungan jangka pendek. 

Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi 
payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Buleleng dalam pengelolaan dan penetapan tariff pajak dan retribusi 
daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 
sendiri belum memiliki payung hukum (kekosongan norma) yang 

mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng terkait permasalahan-

permasalahan mengenai pengelolaan, penerimaan dan penetapan tarif 
pajak dan retribusi daerah. 

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam perumusan 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah ini disesuaikan dengan peraturan 

perundang-undangan terkait, antara lain: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila 
dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan Negara Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat UUD NRI Tahun 
1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 



103 

 

 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota 
yang tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI tahun 1945. 
Penyelenggaraan otonomi oleh pemerintah daerah dilakukan 
seluas-luasnya kecuali yang berkaitan dengan urusan 

pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah 
pusat. 

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus 
disertai dengan kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 
masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah 

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
Untuk dapat menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya, daerah harus memiliki sumber keuangan yang 

cukup agar mampu mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. 
Sumber keuangan daerah dapat berasal dari Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yang pengaturannya telah diatur dalam Pasal 
23A UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan 

lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 
dalam undang-undang. Berdasarkan berdasarkan uraian diatas 
maka pajak daerah dan pungutan lainnnya seperti retribusi 

daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 
digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. 

Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus 
diatur dalam undang-undang sebagaimana amanat dari Pasal 

23A UUD NRI Tahun 1945. 
Berdasarkan berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah dan 
pungutan lainnnya seperti retribusi daerah merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk 
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka 

mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bumi dan 

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. 
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2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
Keterkaitan dengan Undang-undang yang tersebut diatas dapat 

dicermati dalam Pasal 4 yang menentukan bahwa urusan rumah 
tangga dan kewajiban daerah meliputi semua urusan yang kini 

dimiliki oleh bekas "Daerah" yang bersangkutan sebelum 
berlakunya Undang-undang ini, kecuali urusan-urusan yang 

menjadi urusan rumah-tangga daerah tingkat I atau urusan 
Pemerintah Pusat. Urusan rumah-tangga Daerah Swapraja yang 
menurut peraturan- peraturan yang ada tidak merupakan 

urusan Pemerintah Pusat, menjadi urusan daerah tingkat II yang 
bersangkutan. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 

memberikan kewenangan kepada daerah tingkat II untuk 
mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. Karena itulah 

UU Nomor 69 Tahun 1958 menjadi landasan yuridis formal 
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

Keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat dikemukakan 
bahwa salah satu dasar hukum pembentukan Perda yang dalam 

proses dan pembentukannya harus sesuai dengan norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang mengacu atau mengadopsi 
praktik yang baik (good practices) (Pasal 176 poin 1 UU Cipta 

Kerja). Kemudian, pada Pasal 176 poin 5 UU Cipta Kerja 
menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya 

merumuskann rencana pembangunan Daerah sebagai satu 
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di 

segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan 
inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang 
dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh 

Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan 
Daerah. 

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus 

Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya 
sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional 

dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang 
lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus 
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kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk 

kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya 
Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk 

Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga 
memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan 
tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis 

dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal 
dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

Keterkaitan dengan Undang-Undang  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran 

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara 
hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, 

kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus 
berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum 
nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang 

berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling 
menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi 

dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dicantumkan 
bahwa dalam pembentukan sebuah peraturan di perlukan 

Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan 
Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta 
asas-asas yang dipergunakan dalam pembentukan perundang-
undangan seperti Perda adapaun asas tersebut dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang 
meliputi: 

(1).  kejelasan tujuan; 
(2).  kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 

(3).  kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
(4).  dapat dilaksanakan; 
(5).  kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

(6).  kejelasan rumusan; dan 
(7).  keterbukaan. 

Disamping itu ada asas yang dimuat dalam materi muatan dalam 
sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan 

asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; 
kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan 
kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan 
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kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan. 
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
Keterkaitan UU Cipta Kerja dengan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah terletak pada beberapa hal. Pasal 114 UU Cipta Kerja. 
Pasal 114 angka 3 dan angka 4 UU Cipta Kerja menambahkan 

Bab VIIA mengenai kebijakan fiskal nasional yang berkaitan 
dengan pajak dan retribusi (Pasal 156A dan pasal 156B) yang 

pada intinya mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan 
kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan 
kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan 

industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta 
memberikan pelindungan dan pengaturan yang berkeadilan, 

Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat 
melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 156A ayat (1). 
Kebijakan fiskal nasional tersebut berupa: dapat mengubah tarif 
Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif 

Retribusi yang berlaku secara nasional; dan pengawasan dan 
evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan 

Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan 
dalam berusaha (Pasal 156A ayat (2)). Penetapan tarif Pajak yang 

berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi 
dan jenis Pajak Kabupaten/Kota (Pasal 156A ayat (3)). Penetapan 
tarif Retribusi yang berlaku secara nasional mencakup objek 

Retribusi (Pasal 156A ayat (4)). Kemudian dalam mendukung 
kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota 

dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di 
daerahnya (Pasal 156B ayat (1)). Insentif fiskal berupa 

pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan 
pokok pajak dan/atau sanksinya (Pasal 156B ayat (2)). Insentif 
fiskal dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau 

diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan 
pertimbangan yang rasional (Pasal 156B ayat (3)). Pemberian 

insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 156B ayat (5)). 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan UU Cipta 

Kerja yaitu yang menyangkut tentang jenis retribusi perizinan 
tertentu; dihapusnya retribusi izin gangguan; kebijakan fiskal 

nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi; insentif 
fiskal yang dapat diberikan oleh gubernur/bupati/wali kota 

kepada pelaku usaha di daerah dalam mendukung kebijakan 
kemudahan berinvestasi; evaluasi Raperda Provinsi/ 
Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi; evaluasi Perda 
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Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi; dan 

pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh Daerah. 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen 
Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, 

yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB (Pasal 4 ayat (2)). Opsen 
atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi 

hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan 
kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, 
karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta 

memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan 
keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level 

pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. 
Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi 

sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat 
fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di 
Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah 

yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan 
realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong 

peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan 
Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah 

kabupaten/kota. 
Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi 
jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, 

yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi 
Perizinan Tertentu (Pasal 87 ayat (1)). Rasionalisasi tersebut 

memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah 
Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, 

serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang 
rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi 
beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang 

menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan 
dengan implementasi UU Cipta Kerja dalam rangka mendorong 

kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing 
Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; dan 

PP No. 69 Tahun 2010 memuat ketentuan mengenai tata cara 
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah antara lain insentif pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah serta penganggaran pelaksanan, 

dan pertanggungjawabannya. 
Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, 
insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah 
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dan Retribusi Daerah. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 

69 Tahun 2010, insentif tersebut secara proporsional dibayarkan 
kepada pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak 

dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. 
Pejabat dan pegawai instansi Pelaksana Pemungut Pajak dalam 
hal ini adalah kepala dearah dan wakil kepada daerah sebagai 

penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, sekretaris 
daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, 

pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat 
desa/kelurahan dan kecamatan, kepada desa/lurah atau 

sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan 
oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan pihak lain yang 
membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. 

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP No. 69 Tahun 2010, 
pemberian insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, 

dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum 

diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang 
bersangkutan. 
Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, 

instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi 
Insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian insentif 

dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP No. 69 
Tahun 2010 adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, 

semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan 
daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif 
menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP No. 69 Tahun 2010, 

dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. 
Menurut Pasal 4 ayat (4) PP No. 69 Tahun 2010, dalam hal target 

kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan 
tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah 

mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Menurut 
ketentuan Pasal 4 ayat (5) PP No. 69 Tahun 2010, dalam hal 
target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak 

tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan 
untuk triwulan sebelumnya. 

Menurut ketentuan Pasal 5 PP No. 69 Tahun 2010, insentif 
bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya insentif 
tersebut diatur pada Pasal 6 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, 
paling tinggi 3% (tiga perseratus) untuk provinsi, dan 5% (lima 

perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan 
pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap 

jenis pajak dan retribusi, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) PP No. 
69 Tahun 2010, besaran insentif ditetapkan melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan. 
Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, 
Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi 

menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah 
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dan/atau retribusi daerah. Penganggaran insentif pemungutan 

pajak daerah menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP No. 69 
Tahun 2010 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung 

yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja 
insentif pemungutan pajak daerah serta rincian objek belanja 
pajak daerah. Adapun, penganggaran insentif pemungutan 

retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP No. 69 
Tahun 2010 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung 

yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja 
insentif pemungutan retribusi daerah serta rincian objek belanja 

retribusi daerah. 
Jika target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 
akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, 

pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun 
anggaran berkenaan menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 69 

Tahun 2010, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran 
berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan. Pertanggungjawaban 
pemberian insentif menurut ketentuan Pasal 11 PP No. 69 Tahun 
2010 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
Keterkaitan PP No. 69 Tahun 2010 dalam kedudukannya sebagai 

peraturan pelaksana mengenai Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah adalah semakin proporsionalnya pemberian dan 

pemaanfaatan insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
kepada pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah, maka 
akan mendukung terhadap peningkatan potensi Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah yang akan diterima bagi daerah tersebut. 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 
PP No. 55 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan 

pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan 
memperjelas pemaknaan berbagai ketentuan mengenai Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 
yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau 

Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak. 
Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 55 Tahun 2016, 

pembagian jenis pajak terdiri atas: 
a. Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan 

kepala daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik 

nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. 
b. Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan 

penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak bahan bakar 
kendaraan bermotor dan pajak rokok. 

c. Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan 
penetapan kepala daerah, yaitu pajak reklame, Pajak air 
tanah dan PBB-P2. 
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d. Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan 

penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak hotel, pajak 
restoran, pajak hiburan, PPJ, pajak mineral bukan logam 

dan batuan, pajak parkir, Pajak sarang burung wallet, dan 
BPHTB. 

Ketentuan Pasal 4 PP No. 55 Tahun 2016 menyebutkan bahwa 

Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yang sedikitnya 
mengatur ketentuan mengenai: 

a. nama, objek pajak, dan subjek pajak; 
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; 

c. wilayah pemungutan; 
d. masa pajak; 
e. penetapan; 

f. tata cara pembayaran dan penagihan; 
g. kedaluwarsa; 

h. sanksi administratif; dan 
i. tanggal mulai berlakunya. 

Selain itu peraturan daerah tersebut dapat juga mengatur 
ketentuan mengenai: 

a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan 

dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau 
sanksinya; 

b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan; 
c. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; 

dan/atau 
d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, 

konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan 
kelaziman internasional. 

Selain pengaturan diatas, PP No. 55 Tahun 2016 ini 
dimaksudkan untuk dapat memberikan pengaturan yang lebih 

jelas terkait pemungutan pajak yang bersifat khusus, antara lain 
jenis pajak yang pembayaran pajak terutangnya dibebankan 
kepada pemerintah yaitu untuk wajib pajak yang 

menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang 
kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang menetapkan 

bahwa pajak terutangnya dibayarkan oleh Pemerintah. Selain itu, 
untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak, PP No. 55 

Tahun 2016 memperkuat law enforcement perpajakan daerah, 
dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban wajib pajak, PP 
No. 55 Tahun 2016 ini juga mengatur ketentuan mengenai 

pedoman pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat 
paksa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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C. Sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah 

pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

 

1. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Secara garis besar jangkauan Ranperda tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah meliputi pengaturan mengenai pengelolaan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah perijinan di sektor perikanan secara 

holistik-terintegrasi, mensinergikan kewenangan diantara pemangku 
kepentingan pemerintah daerah serta optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkelanjutan 
dan tertata sesuai dengan peruntukannya. Naskah Akademik ini 

berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan 

dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas 
tujuan dan sasaran pembangunan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

sebagai salah satu bentuk peningkatan sumber pendapatan asli daerah 
(PAD) Kabupaten Buleleng. Adapun tujuan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng 
meliputi: 

1. Memaksimalkan pemetaan potensi dan skala aktivitas objek 

pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Buleleng. 
2. Memperbaiki kesenjangan antara potensi, pajak dan retribusi 

daerah di berbagai sektor di Kabupaten Buleleng. 
3. Meningkatkan metode pemungutan pajak dan retribusi daerah di 

berbagai sektor di Kabupaten Buleleng. 
4. Mendorong sinergitas aturan dan perangkat aturan di Kabupaten 

Buleleng dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah 

di berbagai sektor di Kabupaten Buleleng. 
Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta 

mendorong inisiatif masyarakat dalam penyelenggaraan dan 
pengelolaan pajak dan retribusi daerah agar tercapai keadilan, 

keseimbangan, dan keberkelanjutan. 
 
2. Ruang Lingkup Materi Muatan 

Ketentuan Umum 
Ketentuan umum Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah berisi batasan, pengertian atau definisi, singkatan atau 
akronim yang digunakan. 

 
Pajak Daerah 
Umum: 

Pajak Daerah terdiri atas: 
a. PBB-P2; 

b. BPHTB; 
c. PBJT atas: 

1. makanan dan/atau minuman; 
2. tenaga listrik; 
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3. jasa perhotelan; 

4. jasa parkir; dan 
5. jasa kesenian dan hiburan. 

d. Pajak Reklame; 
e. PAT; 
f. Pajak MBLB; 

g. Pajak Sarang Burung Walet; 
h. Opsen PKB; 

i. Opsen BBNKB. 
Pada Bab ini juga menjelaskan Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan 

Penetapan Bupati terdiri atas: 
a. PBB-2; 
b. Pajak Reklame; 

c. PAT; 
d. Opsen PKB; dan 

e. Opsen BBNKB 
Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib 

Pajak terdiri atas: 
a. BPHTB; 
b. PBJT atas: 

c. makanan dan/atau minuman; 
1. tenaga listrik; 

2. jasa perhotelan; 
3. jasa parkir; dan 

4. jasa kesenian dan hiburan. 
d. Pajak MBLB; dan 
e. Pajak Sarang Burung Walet. 

Pada bagian Bab III juga menjelaskan mengenai: 
a. Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak; 

b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan; dan 
c. Wilayah Pemungutan Pajak, Masa Pajak, dan Saat Pajak 

Terutang. 
 
Retribusi Daerah 

Bagian ini menjelaskan objek dan subjek retribusi daerah 
Objek Retribusi adalah: 

a. Jasa Umum; 
b. Jasa Usaha; dan 

c. Perizinan Tertentu. 
Retribusi yang dikenakan atas jasa umum, meliputi: 

a. pelayanan kesehatan; 

b. pelayanan kebersihan; 
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

d. pelayanan pasar; dan 
e. pengendalian lalu lintas. 

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha, meliputi: 
a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, 

pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; 
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b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan 

hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat 
pelelangan; 

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 
d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 

f. pelayanan jasa kepelabuhanan; 
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 

h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan 
menggunakan kendaraan di air; 

i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 
j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu 

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah 

dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah 
status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
Retribusi yang dikenakan atas Perizinan Tertentu, meliputi: 

a. persetujuan bangunan gedung; 
b. penggunaan tenaga kerja asing; dan 
c. pengelolaan pertambangan rakyat. 

Bagian ini juga memuat mengenai Nama, Objek, dan Wajib Retribusi; 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Struktur dan Besarnya 

Tarif; dan Wilayah Pemungutan. 
 

Pemungutan Pajak Dan Retribusi 
1) Pada bagian menjelaskan bagaimana pendaftaran, penetapan, 

pelaoran, pembayaran pajak dan retribusi yang terutang. 

2) Menjelaskan ketentuan mengenai penagihan Pajak dan Retribusi 
kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu tertentu. 

3) Menjelaskan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi, yang 
mana Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan berdasarkan Keputusan Bupati. 

 

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Atau 
Penundaan Atas Pokok Pajak/Retribusi 

1) Bagian ini berisi bagaimana Dalam mendukung kebijakan 
kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal 

kepada pelaku usaha di Daerah, dengan pertimbangan: 
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi; 

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena 
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang 

terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang 

bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; 
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan 

ultra mikro; 
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d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai 

program prioritas Daerah; dan/atau 
e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam 

mencapai program prioritas nasional. 
2) Bagian ini juga berisi mengenai Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan 

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak 
dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak 

atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi. 
 

Kerahasiaan Data Wajib Pajak 
Bagian ini berisikan mengenai setiap pejabat dilarang 

memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau 
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan Daerah. Akan tetapi, untuk 
kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis 

kepada pejabat dan tenaga ahli, agar memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada 
pihak yang ditunjuk. 

Penyidikan 
Bagian ini berisi mengenai ketentuan pelaksana dari penyidikan dan 

wewenang yang diberikan kepada penyidik terkait pajak daerah dan 
retribusi daerah. 

Sanksi 
Bagian ini berisi mengenai sanksi yang akan diberikan apabila wajib 
pajak dan wajib retribusi merugikan keuangan daerah. 

Peralihan 
Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, 

mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. 
Penutup 

Bagian ini berisi mengenai pencabutan peraturan yang sudah ada dan 
kapan mulai berlakunya racangan pearturan daerah. 
 

 

SIMPULAN 
Menanggapi hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penerimaan 

pajak daerah Buleleng yang belum optimal, kemudian akibat pandemi 
Covid-19 sektor penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak 

hiburan mengalami tekanan. Pada saat ini pelaksanaan pemungutan 
pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan UU HKPD 
yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dalam 
menggali potensi-potensi daerah dalam peningkatan PAD melalui 

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang termuat kedalam 
1 Perda. 
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